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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Evaluasi Kepatuhan 

Pemerintah Daerah dalam Pelaporan Kerja Sama Daerah pada Sub Direktorat Kerja 

Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri". 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi di 

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Sriwijaya. 

 Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang panjang dan penuh 

tantangan, membutuhkan dedikasi, kerja keras, serta dukungan dari berbagai pihak. 

Sepanjang perjalanan ini, tidak terhitung rintangan dan hambatan yang harus dihadapi, 

namun berkat doa serta dukungan dari keluarga, teman, dosen, dan berbagai pihak 

lainnya, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. 

 Sebagai anak pertama dalam keluarga, penulis merasa memiliki tanggung 

jawab moral untuk memberikan yang terbaik sebagai wujud rasa syukur serta 

kebanggaan bagi keluarga. Semangat dan doa dari kedua orang tua tercinta menjadi 

kekuatan terbesar dalam menyelesaikan tugas akademik ini. Tanpa doa, dukungan, dan 

pengorbanan mereka, perjalanan ini tentu tidak akan semulus yang telah dilalui. 

 Selain itu, peran dosen pembimbing, para pengajar, serta teman-teman sejawat 

sangatlah berarti dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Setiap saran, masukan, dan 

bantuan yang diberikan sangat membantu penulis dalam memahami dan 

mengembangkan penelitian ini agar dapat mencapai hasil yang optimal. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa kontribusi dan 

dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh 

karena itu, dengan penuh rasa hormat dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis 

ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, berkat izin, karunia, dan kehendak-Nya lah penulis dapat 

menyelesaikan studi dengan baik hingga pada titik ini. 

2. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah 

SWT dan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi 

Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya ilmu dan petunjuk 
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bagi seluruh umat manusia. Berkat ajaran dan keteladanan beliau, 

penulis mendapatkan inspirasi untuk terus berusaha, berjuang, dan 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan 

kemudahan untuk mengikuti jejak beliau dalam menuntut ilmu dan 

mengamalkannya dengan penuh keberkahan. 

3. Untuk kedua orang tua, Bapak Nurdin dan Ibu Dian Rahayu, yang 

dengan penuh cinta tanpa syarat, kesabaran yang tak terbatas, dan doa 

yang selalu dipanjatkan, telah menjadi sumber cahaya dan kekuatan 

dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Tanpa henti, mereka 

selalu memberikan dukungan, semangat, dan pengorbanan yang sangat 

berarti, menjadikan harapan mereka sebagai motivasi dan tujuan dalam 

setiap usaha yang penulis lakukan. 

4. Adik penulis, Dyaniffa Bijuga, yang selalu menjadi penyemangat, 

sumber kebahagiaan, dan dukungan tanpa henti. Kehadirannya begitu 

berharga bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama 

masa studi, senantiasa mampu menghilangkan rasa lelah dan 

memberikan energi baru untuk terus melangkah maju. 

5. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas 

Sriwijaya. 

6. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 

7. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan 

Administrasi Publik. 

8. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si., sebagai dosen 

pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah 

membimbing serta memberikan arahan selama proses penyusunan 

penelitian ini. Setiap saran dan masukan yang beliau berikan sangat 

berharga bagi penulis dan berperan penting dalam penyempurnaan 

skripsi ini. 

9. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

Bapak Tengku Syahdana dan Saudara Tengku Fathan Aiman atas 

bantuan dan dukungannya dalam memberikan kesempatan kepada 
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penulis untuk melakukan kegiatan magang. Berkat kesempatan 

tersebut, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan yang berharga, 

yang akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini. Semoga 

segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang 

berlipat dan senantiasa diberikan kesuksesan dalam setiap langkah. 

10. Ibu Ety Setyorini S.H., selaku Kasubdit Kerja Sama dan Penyelesaian 

Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri yang telah 

memberikan izin penelitian di Sub Direktorat Kerja Sama dan 
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Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah 
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berpartisipasi dalam penelitian ini. Berkat kerjasama mereka, penulis 

dapat mengumpulkan data penelitian dengan optimal. 

12. Bapak Antoni, S.Sos., selaku Kasubbag Penataan Daerah & Kerja 

Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera 

Selatan yang telah memberikan izin penelitian di Sub Bagian Penataan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pembangunan dan peningkatan layanan publik adalah inti dari pelaksanaan 

pemerintahan di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mencapai 

tujuan ini, pemerintah daerah di Sumatera Selatan memiliki peran yang sangat strategis 

sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Namun, keterbatasan sumber 

daya yang tersedia di masing-masing daerah di Sumatera Selatan seringkali menjadi 

kendala dalam mencapai target-target pembangunan dan pelayanan yang diharapkan.  

Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi keterbatasan tersebut 

adalah melalui kerja sama antar daerah. Kerja sama antar daerah khususnya pada 

provinsi Sumatera Selatan, memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk 

saling bertukar informasi, berbagi sumber daya, mengembangkan sinergi dalam 

menciptakan pembangunan yang merata dan pelayanan publik yang berkualitas. 

Melalui kerja sama, kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat saling melengkapi 

kekurangan dan memanfaatkan keunggulan masing-masing, sehingga tercipta efisiensi 

dan efektivitas dalam penggunaan anggaran maupun sumber daya. 

Dalam konteks otonomi daerah, kerja sama antar daerah di Sumatera Selatan  

menjadi semakin penting untuk memastikan keselarasan pembangunan antara pusat 

dan daerah, serta menciptakan integrasi layanan publik antar batas wilayah. Melalui 

kerja sama, kabupaten/kota di Sumatera Selatan dapat saling berkolaborasi dalam 

menemukan solusi kreatif untuk menyelesaikan pembangunan di tingkat lokal. 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

menekankan pentingnya kerja sama antar daerah untuk meningkatkan efisiensi dan 

kualitas layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pengelolaan 

sumber daya alam dan lingkungan. Pada Provinsi Sumatera Selatan, kerja sama ini 

memungkinkan daerah saling mendukung dalam perencanaan pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, penyusunan kebijakan, serta pengawasan dan penegakan 

hukum, terutama untuk perkara yang melintasi batas administratif. Melalui kerja sama 

tersebut, pemerintah daerah dapat dapat bersama-sama mencapai pembangunan 

berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Penyelenggaraan kerja sama antar daerah di Indonesia diatur melalui berbagai 

peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

(Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan 

Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Kebijakan ini menegaskan 

bahwa setiap bentuk kerja sama daerah harus dilaporkan secara berkala sebagai bagian 

dari mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam 

Negeri. 

Melalui pelaporan ini, Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyeleseaian 

Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri berperan dalam melakukan 

monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah di seluruh 

Indonesia. Data dan informasi yang diperoleh dari laporan daerah akan digunakan 

untuk mengidentifikasi isu-isu strategis, memberikan umpan balik dan rekomendasi 

perbaikan, serta menyusun arah kebijakan pengembangan kerja sama daerah yang 

lebih baik di masa depan. Peran Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian 

Perselisihan Antar Daerah Kemendagri sangat penting dalam mendukung pelaksanaan 
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kerja sama daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Sub Direktorat ini bertugas 

memfasilitasi, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan serta pelaporan kerja sama 

antar daerah agar sesuai ketentuan, termasuk dalam mendorong kepatuhan pemerintah 

daerah terhadap kewajiban pelaporan. Dengan demikian, pelaporan ini menjadi 

instrumen penting dalam meningkatkan sinergi antar daerah guna mendukung 

pembangunan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Sub Direktorat Kerja Sama dan 

Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, sering kali, 

pemerintah daerah di Sumatera Selatan lamban dalam melaporkan kerja sama antar 

daerah. Banyak pemerintah kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan oleh Sub Direktorat Kerja Sama dan 

Penyeleseaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahkan 

beberapa daerah tidak melaporkan sama sekali pelaksanaan kerja sama yang telah 

dilaksanakan. Hal ini menyebabkan terkendalanya Sub Direktorat Kerja Sama dan 

Penyeleseaian Perselisihan Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi dimana kedua proses ini sangat diperlukan dalam 

penilaian tingkat efektivitas kerja sama antar daerah. 

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah 

menjadi salah satu faktor terlambatnya pelaporan kerja sama daerah. Pada beberapa 

kabupaten/kota di Sumatera Selatan, kemampuan dan jumlah tenaga profesional yang 

mampu mengelola administrasi kerja sama masih belum maksimal. Keterbatasan ini 

mengakibatkan keterlambatan proses pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan agar proses pelaporan 

dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu.  
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Selain itu, mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi bagi daerah yang 

tidak patuh dalam pelaporan masih lemah. Dengan kurangnya pengawasan yang ketat, 

dan sanksi yang efektif, sulit untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaporkan 

kerja sama yang dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kondisi ini berakibat 

pada kurangnya data dan informasi yang lengkap terkait pelaksanaan kerja sama 

daerah di tingkat nasional, yang berakibat pada terhambatnya perencanaan dan 

kebijakan yang berbasis data di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil observasi 

penulis di Sub Direktorat Kerja Sama dan Penyelesaian Perselisihan Antar Daerah, 

hingga saat ini belum terdapat sanksi administratif yang tegas bagi daerah yang 

terlambat atau tidak menyampaikan laporan kerja sama. Tindakan yang dilakukan 

hanya sebatas permintaan ulang pengiriman pelaporan melalui surat imbauan, tanpa 

tindak lanjut evaluasi menyeluruh atau sanksi administratif yang memberikan efek 

jera. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan dalam 

penerapan aturan turu memperburuk tingkat kepatuhan pelaporan kerja sama daerah. 

Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pemerintah 

daerah di Sumatera Selatan terhadap kewajiban  pelaporan kerja sama daerah tahun 

2020-2024 masih rendah. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara 

peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan, di mana masih 

banyak kabupaten/kota yang belum memenuhi kewajiban pelaporan sesuai batas 

waktu yang ditentukan. 
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Sumber: Data lapangan 28-10-2024. 

 

Masalah ini diperburuk dengan perbedaan tingkat kepatuhan yang mencolok 

antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Beberapa daerah menunjukkan kemampuan 

yang baik dalam memenuhi tenggat waktu pelaporan, menujukkan tata kelola yang 

terorganisir dan adanya dukungan sumber daya yang memadai. Di sisi lain, sejumlah 

daerah lainnya masih belum mampu menyelesaikan pelaporan tepat waktu.  

Monitoring dan evaluasi memainkan peran penting dalam memastikan 

efektivitas serta akuntabilitas kerja sama antar daerah di Indonesia. Dalam hal ini, teori 

evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn menjadi relevan untuk 

menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan kerja sama daerah, khususnya dalam 

aspek pelaporan. Dunn menyatakan bahwa evaluasi kebijakan harus memperhatikan 

enam kriteria penting, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, 

NO Pemerintah Daerah 2020 2021 2022 2023 2024 Soft FileHard File Status Keterangan

Sumatera Selatan Belum Lengkap untuk segera melaporkan

1 Kabupaten Banyuasin Belum Lengkap untuk segera melaporkan

2 Kabupaten Empat Lawang Belum Lengkap untuk segera melaporkan

3 Kabupaten Lahat Belum Lengkap untuk segera melaporkan

4 Kabupaten Muara Enim Belum Lengkap untuk segera melaporkan

5 Kabupaten Musi Banyuasin Belum Lengkap untuk segera melaporkan

6 Kabupaten Musi Rawas Belum Lengkap untuk segera melaporkan

7 Kabupaten Musi Rawas Utara Belum Lengkap untuk segera melaporkan

8 Kabupaten Ogan Ilir Belum Lengkap untuk segera melaporkan

9 Kabupaten Ogan Komering Ilir Belum Lengkap untuk segera melaporkan

10 Kabupaten Ogan Komering Ulu Belum Lengkap untuk segera melaporkan

11 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Belum Lengkap untuk segera melaporkan

12 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Belum Lengkap untuk segera melaporkan

13 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Belum Lengkap

1. Tahun 2020, 2021, 2024 Belum Upload Laporan

2. Tahun 2020, 2021, 2024 Rekap Data MOU PKS belum di 

upload

3. Tahun 2020, 2021 Scan Dokumen MOU PKS belum 

upload

4. Tahun 2022, 2023, 2024 Laporan ada, namun belum  

sesuai format

5. Tahun 2022, 2023, 2024 Rekap Data MOU PKS tidak 

sesuai format

14 Kota Lubuklinggau Belum Lengkap untuk segera melaporkan

15 Kota Pagar Alam Belum Lengkap

1. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Laporan Belum Upload

2. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Rekap Data MOU PKS 

belum di upload

3. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Scan Dokumen MOU PKS 

belum upload

4. Tahun 2024 Rekap Data MOU PKS ada, tetapi belum 

lengkap 

16 Kota Palembang Belum Lengkap

1. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Laporan ada, tetapi tidak 

sesuai format

2. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Rekap Data MOU PKS 

ada, tetapi belum lengkap

3. Tahun 2024 Belum Upload

17 Kota Prabumulih Belum Lengkap

1. Tahun 2020, 2021, 2022, 2023 Rekap Data MOU PKS 

belum upload

2. Tahun 2024 Belum Upload

Gambar 1.1 Data Laporan Kerja Sama Kab/Kota Sumatera Selatan 
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dan ketepatan. Pada aspek pelaporan kerja sama daerah, kriteria-kriteria ini dapat 

digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan pelaporan telah mencapai tujuannya.  

Hasil penelitian Imam Radianto (2013) menujukkan bahwa tantangan utama 

pada pelaksanaan kerja sama daerah berasal dari terbatasnya kapasitas sumber daya 

manusia serta lemahnya pengelolaan administrasi dan evaluasi pelaksanaan kerja 

sama. Waluyo dan Ipah (2020) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa meskipun 

kerja sama sudah dilaksanakan, hambatan dalam perencanaan, penganggaran, dan 

kurangnya dukungan politik menjadi faktor penghambat yang signifikan. Temuan-

temuan ini memperkuat bahwa kelemahan pada aspek perencanaan dan pengelolaan 

administrasi, termasuk pelaporan, dapat menghambat efektivitas monitoring dan 

evaluasi kerja sama daerah. 

Salah satu dampak paling terlihat dari ketidakpatuhan ini adalah terganggunya 

proses pengambilan keputusan strategis di berbagai tingkatan pemerintahan, baik 

pusat maupun daerah. Ketepatan waktu dan kelengkapan laporan kerja sama sangat 

penting, karena informasi yang terkandung di dalamnya menjadi dasar untuk 

menyusun langkah strategis dalam mendukung program kerja sama daerah di 

Sumatera Selatan. Ketika laporan tersebut tidak dilaporkan sesuai waktu yang telah 

ditentukan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kehilangan 

sumber data yang diperlukan untuk menilai secara menyeluruh efektivitas program 

yang telah dilaksanakan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi yang 

menghambat pemerintah dalam memahami situasi sebenarnya di lapangan. 

Ketiadaan laporan yang memadai juga mempersulit identifikasi terhadap 

wilayah atau aspek tertentu yang membutuhkan perhatian, perbaikan, atau intervensi 
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lebih lanjut. Tanpa data yang akurat, proses perumusan kebijakan menjadi kurang 

optimal karena tidak didasarkan pada bukti yang relevan. Akibatnya, keputusan yang 

diambil berisiko tidak tepat sasaran, yang pada gilirannya dapat mengurangi dampak 

positif dari program kerja sama yang direncanakan. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian Vina Zahirotul Husna (2020) yang menunjukkan bahwa keberhasilan kerja 

sama antar daerah dalam pengelolaan Terminal Purabaya dapat berdampak langsung 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik, dengan catatan kerja 

sama dikelola secara terencana dan dilaporkan dengan baik. Ketika pelaporan tidak 

dikerjakan atau dikerjakan dengan tidak tepat, maka potensi dampak positif dari kerja 

sama daerah tidak dapat terukur secara objektif. Dengan demikian, ketidakpatuhan 

dalam pelaporan tidak hanya memengaruhi kinerja administratif tetapi juga berpotensi 

menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Oleh karena 

itu, diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan solusi permasalahan yang ada 

terkait kepatuhan pelaporan kerja sama daerah dan upaya peningkatan waktu 

pelaporan di wilayah Sumatera Selatan secara mendalam. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan yaitu “Bagaimana tingkat kepatuhan pemerintah 

daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam melaporkan kerja sama daerah?” 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di atas, tujuan diadakannya 

penelitian ini untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan pemerintah daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan dalam melaporkan kerja sama daerah sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan pelaporan kerja sama daerah. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kepatuhan 

pemerintah daerah dan mengungkap kendala yang menghambat proses pelaporan.  

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan 

kontribusi pengetahuan mengenai evaluasi kepatuhan pemerintah daerah 

dalam pelaporan kerja sama daerah dan upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi faktor-faktor penghambat pelaporan serta menjadi referensi untuk 

pengembangan teori ilmu pengetahuan.   

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan 

dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan 

pelaporan kerja sama daerah, referensi bagi pengambil kebijakan dalam 

penyusunan sistem yang efektif, serta dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan pengembangan sistem monitoring pelaporan kerja sama daerah 

bagi instansi terkait dan peneliti selanjutnya. 
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